SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan
BUPATI KARANGANYAR



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Beianjaadalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pelaksanaan anggaran
kurun waktu tahun 2024.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan Pemerintah yaitu &set, utang, dan ekuitas dana pada
suatu tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO,
koreksi, dan ekuitas akhir.



15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar
selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah bagianyang tak terpisahkan dari laporan keuangan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan
belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama satu periode pelaporan.

18. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SIKPA adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan-LRA
dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBD selama satu periode pelaporan.

19. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah
akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun
anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,
ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

20. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK
adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,
berupa laporan keuangan yang memuat :

LRA;

LPSAL;

Neraca;

. LO;

LPE;

LAK; dan
g. CaLK.

(20 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
Daerah/perusahaan Daerah yang terdiri atas :

a. neraca badan usaha milik Daerah atau perusahaan Daerah;
dan

b. laporan laba rugi badan usaha milik Daerah atau perusahaan
Daerah.

Do o0 oo

Pasal 3
LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai
berikut:

a. Pendapatan Rp 2.519.423.342.414,00
b. Belanja Rp 2.480.302.422.553,00
c. surplus/ (deflsit) Rp 39.120.919.861,00
d. Pembiayaan
1. penerimaan Rp 129.863.981.715,00
2. pengeluaran Rp 22.000.000.000,00
3. Pembiayaan netto Rp 107.863.981.715,00

e. SILPA Rp 146.984.901.576,00



Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a.

selisih  anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumiah
RplO.445.802.175,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran Pendapatan Rp 2.508.977.540.239,00
setelah perubahan

2. realisasi Rp 2.519.423.342.414,00

3. selisih lebih/(kurang) Rp 10.445.802.175,00

selisih anggaran dengan realisasi Beianja  sejumlah

(Rpl36.526.099.401,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran Beianja setelah Rp 2.616.828.521.954,00
perubahan

2. realisasi Rp 2.480.302.422.553,00

3. selisih lebih/(kurang) (Rp 136.526.099.401,00)

selisih  anggaran dengan realisasi surplus/deflsit sejumlah
Rp146.971.901.576,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran deflsit setelah (Rp 107.850.981.715,00)
perubahan

2. realisasi deflsit Rp 39.120.919.861,00

3. selisih lebih/(kurang) Rp 146.971.901.576,00

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp 129.863.981.715,00
2. realisasi Rp 129.863.981.715,00
3. selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan
sejumlah (Rp13.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:
1 anggaran pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp 22.013.000.000,00
2. realisasi Rp 22.000.000.000,00
3. selisih lebih/(kurang) (Rp 13.000.000,00)

selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp 13.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran Pembiayaan

netto setelah perubahan Rp 107.850.981.715,00

2. realisasi Rp 107.863.981.715,00

3. selisih lebih/(kurang) Rp 13.000.000,00
Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.
b.

SAL awal Rp 129.863.981.715,00
penggunaan SAL sebagai Rp 129.863.981.715,00
penerimaan Pembiayaan

tahun berjalan

SILPA/sisa kurang Rp 146.984.901.576,00
Pembiayaan anggaran
koreksi pembukuan tahun Rp 0,00

sebelumnya
SAL akhir Rp 146.984.901.576,00



Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c,
per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. jumlah &set Rp 6.149.389.872.222,37

b. jumiah kewajiban Rp 57.255.702.165,91

c. jumlah ekuitas Rp 6.092.134.170.056,46
Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d,
per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO Rp 2.327.626.065.549,05
b. beban Rp 2.173.354.693.015,98
c. surplus/(defisit) dari kegiatan Rp 154.271.372.533,07
operasional
d. surplus/(deflsit) dari kegiatan Rp 7.731.949.714,39
non operasional
e. surplus/(defisit) dari pos luar (Rp 2.065.404.792,00)
biasa
f. surplus/(defisit) LO Rp 159.937.917.455,46
Pasal 8
LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e,
per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
a. ekuitas awal Rp 5.932.350.358.601,00
b. surplus defisit LO Rp 159.937.917.455,46
c. koreksi ekuitas (Rp 154.106.000,00)
d. ekuitas akhir Rp 6.092.134.170.056,46
Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai
berikut:

a. saldo kas awal per Rp 129.863.536.926,00
1Januari 2024

b. arus kas bersih dari Rp 371.775.753.728,00
Aktivitas Operasi

c. arus kas bersih dari aktivitas (Rp 354.654.833.867,00)
investasi

d. arus kas bersih dari aktivitas Rp 0,00
pendanaan

e. arus kas bersih dari aktivitas Rp 444.789,00
transitoris

f. saldo kas akhir Rp 146.984.901.576,00

per 31 Desember 2024

Pasal 10
CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufg, memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan
keuangan.

Pasal 11
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam:
a. Lampiran | . LRA terdiri atas :
1. Lampiran 1.1 . ringkasan LRA menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan organisasi;



2. Lampiran 1.2

ringkasan APBD  yang diklasiflkasi
menurut kelompok dan jenis Pendapatan,
Beianja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran 1.3 rincian APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,

4. Lampiran 14

kelompok, dan jenis Pendapatan, Beianja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi Beianja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran Il LPSAL,;

c. Lampiran Il LO;

d. Lampiran IV LPE;

e. LampiranV Neraca;

f. Lampiran Vi LAK;

- Lampiran VII CalLK;

ﬂ. Lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang Daerah;

I. Lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

j- Lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI daftar penyertaan modal  (investasi)
Pemerintah Daerah);

1 Lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap Daerah;

m. Lampiran XIlI daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pengerjaan;

0. Lampiran XV daftar rekapitulasi &set lainnya;

p- Lampiran XVI daftar dana cadangan Daerah;

g- Lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;

r.  Lampiran XVII daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2024 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha

1. Lampiran XX.1

2. Lampiran XX.2

milik Daerah atau perusahaan Daerah,
terdiri atas:

neraca badan usaha milik Daerah atau
perusahaan Daerah; dan

laporan laba/rugi badan wusaha milik
Daerah atau perusahaan Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 telah diperiksa oleh BPK dengan opini wajar tanpa
pengecualian.

Pasal 13
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.
ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWATENGAH : (4-116/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

FERRISKA R.
60417 199903 2 007

030



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan
suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi
yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK,
Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara telah diamanatkan bahwa pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah
sebagai upaya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1&0



